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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSIJAWA BARAT
NOMOR : 421.9/Kep. 02 /USLE-DEMPTS/VI2018

TENTANG
TN OPERASIONAL KEFADA YAYASAN BANY AL-MUTTAQIN UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA BANY AL-MUTTAQIN

DI KABUPATEN GARUT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FINTU
PROVINSI JAWA BARAT,
Menlmbang ©ow bohwa dalam rangka  pemeraman  pendidikan  diperlukan wdanya

partisiprst mosyarakat dulam menyelonpgarakan pendidikin,

b, babwa Yayasan Bany AlMuttagin dianggap mumenuhi eysear din
mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Riase mulal Tahun Angganm
201872019

¢ bahwa berdasarkun pertimbangan hiraf o dan b oteesebut distss periv
menetupkan Koputusan Dinas Penaosman Modal dan Pelayimn Terpisdu
Satu Mot Peo Jawa Baral tentang in Operasional Kepoda Y ayasun
Bany AlMuttagin untuk mendivikan Sekoloh Luar Bissa Bany Al-
Mutting i,

Menglngit Dol Undang-undang Nomor L1 Tahun 1950 tentang Pembentukin Jawa Baomt
(Bevita Negara Tomggal 4 Juli 1950),

2. Undang-undang Nowmor 20 Tabon 2003 fentny Sistem Pendidikan
Nasional (Lembarun Negam Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembumn
Negara Nomor 4301y

3. Usdang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemorintahan daerah
(Lembaran  Negara Republik  Indonesin Tahun 2014 Namor 244,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor - 5587)
sobagaimana teluh dinbab dengan Poraturan Pemeriotah Pengganti
Undung-Undang Nomor 23 Tabun 2014 watang Perubabun atas ndang-
Unelang Nower 23 Tahiun 2014 entng Pemerintuhan Daerh (Lembarin
Negans Republik Indaoesia Tahuo 2004 Nomor 246, Tumbahan
Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomar S589);

4. Perturan Pemerintah Repubtik Indonesia Nomor 17 Tahon 2000 tentang
Pengelolaan  dan Penyclenggnronn  Fendidikan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Taton 2010 Nomor 23, Tambahan Lombaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3103), sehagaimuna telal diuboh dengan
Perstumn Pemerintsh Nomor 66 Tahun 2000 tentang  Perubahan atas
Pornturan Pemerintal Nomor 17 Tahun 2010 temang Pengelolaan dan
Penye Pendidikan (Lembaran Negara Indonesis Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembamn Negarmn Ropublik Indonesia Nomor
S157)

s Peraturan Progiden Nomor 97 Tahun 2014 tentuoy Penyclenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembamn Negura Republik Indonesia
Tohun 2014 Nomor 221);

6 Peraturan Menteri Peodidilkan Nasional Nomor 33 Tabun 2008 lentang
Standar Ssrana dan Prasatna untuk Sekoloh Dasie Lune Blusa (SDLB),
Sekolah Menengah  Pertams Luar  Riasa (SMPLB) dan Sckolah
Menengah Atas Lunr Biasa (SMALR).

7. Permuran .




Memperhatikan -

Mesetapkan
KESATL

KEDUA
KETIGA

7. Persturan Menteri Pendidikan dan Kebudayoan  Republik  Indonesin
Nomor 36 Lahun 2014 tentang Pedoman Pendiclun, Perubshan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar don Menengah;

¥ Keputusan Menterl Pendidiban dan Kebodayaan Nomor 049171171992
tentung Pendidikun Luar Biasa:

9. Keputwsan  Direkwmt  Jenderal  Pendidikan Duosar  dan Menengah
Departemen Pendidikan Dikdawnen Dopdikbud Nomor 018/C/Kop/l/82
tontang syamt-syarat dan Tat Cara Pendirian Sckolah Swisu

10, Peraturan Dacral Provins Jawa Barat Nomor 3 Tabon 2017 tentang
Penyelenggoraan Peloyonan Terpadu Satu Pl (Lembaray  Diseraly
Proviesi Juwa Barat Nomor 3 Talun 2017 Serd 3 Nomor 1)

I Pemtumnn Docral Provinsi Jawia Barat Nomor 6 Tahun 2016 1entang
Pembentukan dan Surunen Perangkat Daerah Provinsi Jaws  Barat
(Lembaran Docmb Provingt Jawn Barat Nomor 6 Tabun 2016 Seri 3
Naomor 6,

12, Peraturan Gubermur Provinst Jowa Barst Nomor 51 Tuln 20015 wentiany
Prowedur Pesdininn, Pengpnbungan, dan Penutupan Lembagn Pendidikan,

13 Peraturan Gubernue Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan
Pelubmnnan Penyelenggamaan Pelaysnan Terpadu Sate Pint (Berim
Daerah Nomar | Tahun 2018),

14, Keputugan Gubernur Juwa Furat Nomor SO3.05/Kep 49-DPMIPTSP/201 7
tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perfjinan Terpadu,

1. Suret  Permohosan  duri Yayssan  Bany  Al-Muttagin Nomor
O4/SPMIY BMAV 2018, tanggal 04 Apeil 2018, Peribil Permohonan Lzin
Operasional SER, dan tmda terima berkns - pendaftaran Nomor |
OBRS2001 01042018273 mngyal daflar 13 Apell 2018,

2 Ak Noturds | Ay Supratno, 8,011 Nomor 1 237 Tanggal 26 Juli 2004
tentang Fendiring Yayaann Bany Al-Muttagin,

Surat Kepala Dinus Pendidikan Provins Jowa Darmt Nomor 503/29429-
Set Disdik tanggal 20 Oktober 2017 wntang dzin Priosip Pendidan
Sekolah Luar Binga (SLB) Bany Al-Muttagin Kabupaten Gorut.

4. Benta Acarn Perinjowan Loknsi  Sekoluh Luar Bigsn dan Bidang
Pendzlglknn Ly Binsis Dins Pondidikon MProvinsi Jowes Baral twoggal 23
Muoi 2018,

5. Surat Kepala Dinax Pendidiknn Provinst Juwa Barat Nomor @ 421 9960
PK & PLK, tnggol 4 Jual 2018 perthal 12in Operusional.

MEMUTUSKAN

Membesi ljin Operasional — kepada Yaypsan  Bany  AlMutaqin untuk

mundirikan Sekolah Loar Blasa :

Nar {SLR BANY AL-MUTTAQIN

Alamat L Dratayudha RT. 06 RW, 23 Keolwahan Kot Kuloa
Kecumutan Garut Kotn Kabupaton Garut

Pomberian Hin Operaxdonal sehagiimans dimaksud pada dikitum KESATU

keputusan inl herlaku sepanjang mematohi somua Ketentunn yang berloka,

Pemegang jin operasional waiib melaporkan kegiutan belujar mengajor seting

Triwulan, Sementeran, Tabunan  kepoda Dinas Pendidikan Provinsd Juwa

Parot:

KEEMPAT. .



KEEMPAT : Apabils pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban
sebaguimans dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan
Pmdug-undangm)mgbcdahs.makuﬁn operusional akan dicabut;

KELIMA ¢ Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkandi : Bandung
Pada Tanggal : 2 4 JuN 204

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADLU
PROVINSI JAWA BARAT,

p 19601217 198511 I 002
Tembusan ;

1. Gubernur Jawa Barat;

2. Kepula Dinas Pendidikan Provinst Jawn Barat:



